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Penelitian ini membahas apakah rumusan klausul M ost-Favored-Nation (MFN) dalam perjanjian investas
internasional Indonesia (PIl) pasca peninjauan ulang dapat mencegah penggunaan klausul tersebut untuk
pembebanan kewajiban substantif yang berasal dari third-party treaty. Selain itu, penelitian ini juga
membahas faktor-faktor apa sgja yang dipertimbangkan oleh majelis arbitrase untuk menerima atau menolak
penggunaan klausul MFN dalam basic treaty untuk membebankan kewajiban substantif dari third-party
treaty. Menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan
kasus, penelitian ini menyimpulkan bahwa rumusan klausul MFN dalam dua dari tiga PIl Indonesia pasca
peninjauan ulang dapat mencegah pembebanan kewajiban substantif yang berasal dari third-party treaty.
Kedua Pl tersebut adalah BIT Indonesia— Singapura (2018) dan BIT Indonesia— Uni Emirat Arab (2019).
Sementaraitu, rumusan klausul MFN dalam Indonesia— Australia CEPA (2019) belum dapat mencegah.
Selanjutnya, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat setidaknya tiga faktor yang dipertimbangkan
oleh mgjelis arbitrase untuk membebankan kewajiban substantif dari third-party treaty berdasarkan klausul
MFEN, yaitu rumusan klausul MFN, prinsip gusdem generis, dan intent atau niat dari para pihak dalam
perjanjian investas internasional. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah Indonesia sebaiknya lebih
konsisten dalam merundingkan PIl kedepannya untuk memasukkan larangan pembebanan kewajiban
substantif dalam rumusan klausul MFN.

...... This research discusses whether the formulation of the Most-Favored-Nation (MFN) clausein
Indonesia's post-review international investment agreements (I11A) can prevent the use of such clause for the
importation of substantive obligations originating from third-party treaties. In addition, this study also
discusses what factors are considered by arbitral tribunals to accept or reject the use of the MFN clause in
the basic treaty for the importation of substantive obligations from third-party treaties. Using the doctrinal
method as well as the statutory approach and case approach, this research concludes that the formulation of
the MFN clauses in two out of three of Indonesia's post-review 11As can prevent the imporation of
substantive obligations derived from third-party treaties. The two I1As are the Indonesia - Singapore (2018)
BIT and the Indonesia- United Arab Emirates BIT (2019). However, the formulation of the MFN clausein
one out of the three I1As analyzed, namely the Indonesia - Australia CEPA (2019), is not able to prevent
such practice. Furthermore, this research concludes that there are at least three factors considered by arbitral
tribunals to import substantive obligations from third-party treaties through the MFN clause, namely the
formulation of the MFN clause itself, the gusdem generis principle, and the intent of the contracting parties
to the l1A. Based on the conclusions, the government of Indonesia should be more consistent when
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negotiating future [1As to include the prohibiton of importing substantive obligations from third-party
treatiesin the MFN clause.



